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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat
dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupagten
Bone Tahun 2020.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini
merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan
program dan Kkegiatan dalam mencapaii tujuan pelayanan publik
Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang
telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bone Tahun 2020. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam
penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima

saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Watampone, 2019
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1.2

kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD,
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2020 merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk
mewujudkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-
2023 yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bone Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengefektifkan
proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam
perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program
dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan
pelayanan publik- di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupten Bone pada tahun 2020.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020, payung hukum
yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara [ain:

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822)::

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara
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10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 5);

Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor3);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun2011tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajiah Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimum:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009)..

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025:
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31.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun
2012 - 2032;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan DaerahKabupatenBoneNomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeranh;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupeten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Keputusan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub,
Bagian dan Sub. Bidang pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bone.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.
Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bone.
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1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bone adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun
2020 ;

2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020:

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan
pada tahun sebelumnya;

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun
selanjutunya.

Adapun tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengemban
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bone;

2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone;

3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2020.
Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Bone disusun dengan sistimatika penuiisan
sebagai berikut :

Babl. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Mengemukakan secara rinci pengertian Rancangan Awal Renja

BKPSDM, Fungsi Rancangan Awal Renja BKPSDM dalam
”
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Bab II.
LALU

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renja BKPSDM, keterkaitan Renja BKPSDM dengan Dokumen
Pembangunan lainnya.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Perundang-undangan, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi,
kewenangan Badan Kepegaaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kab. Bone, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan penganggaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.
Bone

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Bone

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.
Bone, serta susunan garis besar isi dokumen

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Restra SKPD

Memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanan Renja
BKPSDM tahun lalu (2019)

Analisis Kineja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelalayanan BKPSDM
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah No.6 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah No. 38
Tahun 2007

Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait pelayanan
BKPSDM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaran tugas dan fungsi BKPSDM, dampak terhadap
pencapaian visi, misi Kepala Daerah, terhadap capaian program
nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan BKPSDM dalam formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegitan prioritas tahunan yang
direncanakan

Review Terhadap Penyelenggaraan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan vyaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kajian kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan
rancagan awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program
/kegiatan yang diusulkan para pengangku kepentingan
berdasarkan hasil dari penelitian dan pengamatan musrembang
kabupaten

Bab Ill. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi BKPSDM



Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelengggaran tugas dan fungsi BKPSDM yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja BKPSDM
Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
urusan rekapitulasi program kegiatan, serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal
RKPD

Bab IV. PENUTUP

Lampiran

10
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BAB il

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone merupakan penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-
2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra
OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga  dengan
pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2018-2023,
berdasarkan  realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun- tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan
realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang
telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bone. Berikut ini disajikan Rekapitulasi
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
1




Bone 2018 pada tabel 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bone dan Pencapaian Renstra 2018
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Tabel 2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE
Target Kinerja Target dan Realisas] Kinerja Program dan Perkiraan Realisas|
Capalan Kegiatan Tahun 2018 Target Program Capaian Target Renstra
Kode Urusan/Bidang Urusan Pamerintahan Daersh Indikator Kinerja Program Program Realisasi Target Kinerja Hasil dan Keglatan OPD w/d Tahun Berjatan
dan (Outcome) Keglatan {output) (Renstra OPD) |Program dan Keluaran Kegiatan (RENJA OPD P Iz“g
sas
Program/ Keglatan Tahun s/d Tahun 2017 Tarcet Renta | Roalisasi Rerja Tingkal Tahun 2018) Capalan Tingkat
2018-2023 " OD abun 301|  OPD Tahun Reais (%) Kedatm o | Capaian
; 018 Fahun' | Reaiisas
Berjalan 2019 Target
i 2 k] 4 5 4 1 —B=(7/ly 2 10=(57+01 | t1a(10/d)}
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI| Cakupan Ketersediaan Pelaysnan
1.20.1.20.08.01 PERKANTORAN Administrasi Perkantoran 100 841831700 100
Penyediaan Jasa Komunikesi, Sumber Daya Airdan | Jumlah rekerting biaya tagihan telepon
1.20.1.20.08.01.02 Listrik yang dibayarkan 60 Bulan 12 Bufan 13.000.000 12 Bulan 12 Buian 100 12 Bulan 36 Bulan §0
1.20.1.20.08.01.03 | Penyadiaan Jasa Peratatan dan Perengkapan Kantor | JWTVEn pemyediaan jasa peralatandan | 010 | o0 2.563.000 12 Bulan 12 Bulan 100 12 butan 3 Bulan 60
""" P perfangkapan Kantor i
Jumiah tanaga administrasi dan jasa
1.20.1.20.08.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan teknis mendukung pelayanan 160 Orang 32 Orang 105.010.000 32 Bulan 32 Bulan 100 32 Orang 36 Bulan 60
administrasi kevangan
1.20.1.20.08.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumiah peralatan kerja yang diperbaikl 360 unit 10 Unit 3.900.000 36 Unit 36 Unit 100 72 unit 118 unit 32717
Penyediaan Komponen Instalasi Lisirik/Penerangan | Jumian ketersadiaan komponen instalas! ) . . .
1.20.1.20.08.01.012 Bangunan listik sesusl kebuyhan 35 Jenis 7 Jenis 2.476.000 7 Jenisa 7 Jenis 100 7 jenis 21 jenis 60
Penyediaan 8ahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Jumtah Jonis terbitan surat kabar dan " ] )
,20.1.20,08.01.015 Undangan majaiah medis) 40 6 Media 16.000.000 6 medla & media 100 6 Media 18 45
Rapal-Rapat Keordinasi dan Konsuitesi Dalam Daerah | Persentase ketersedigan laporan hasil
1.20.1.20.06.01.023 dan Luar Daerah rapal-rapat koordings) den konsultasi 100% 100% 242.591.500 100% 100% 100 100% 100 100
Tingkat ketersediaan ATK, barang
1.20.1.20.08.01.024| Pelaksanaan Administras! Perkantoran cotakan dan makanan dan minuman 100% 100% 494.282.200 100% 100% 100 100% 100 10
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN
1201200002 | PRASARANA Faryentase Burand dan Prasarana 310.365.300
APARATUR
Jumlah Perlengkapan Gedu !
1.20.1.20,08.0207 | Pengadaan Perlengkaapan Gadung Kantor g dindakan R paket | 2Paket 8.000.000 3Pakel 2Palet 66,66 2Paket BPskat | 3157
1.20.1.20.08.02.0. { Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 50 Paket 5 Paket 68.002.800 6 Paket 5§ Paket 83,33 10 Paket 20 Paket 40
1.20.1.20.08.02.10 | Pengadaan mebeleur Jumiah Mebeleur yang diadakan 16 Paket 1 Paket 52.499.000 2 Paket 1 Pakel 50 1 Paket 3 Pakel 18.75
1.20.1.20.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gadung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 7 Ruangan 1 ruangan 95.000.000 1 ruangan 1 ruangan 100 2 ruangan 4 ruangan 57
1.20.1.20.08.02.24, gﬁ{:""" "To;‘:""b"""" Kendaraan Jumlah kendaraen dings yang dipelihara | 66 unit 13 Unit 86.863.500 13 unit 13 unit 100 13 unit 39 unit 80
. Persentase meningkatnya kualitas
1.20.1.20.08.03 PROGRANM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR dan disiplin aparstur 101.09§:000
Jurniah pegawai yang mendapatkan
1.20.1.20.08.03,02. { Pengacdaan Pakalan Dinas Beseria Perlangkapannya Pakaian Dinas Beserla Perlengkapannya 9.000 Orang 4857 169.995.000 - 433 52
G Jum)ah pegewal yang mendapatkan
1.20.1.20,08.03.05. | Pengadaan pakalan khusus har-hari terientu Pakalan Khusus Harl-Hari Terlentu 350 Orang 66 Orang 11.100.000 67 Pasang 67 Pasang 100 i3 9
1.20.1.20.08.05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER | Cakupan Feningkapan Kapasitas
R DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur




- .

Pengabdian Pegawai

pangkat pengabdian yang diusulkan

- -
- ».
o Jumiah kegitan sosialisasi perturan I " :
1.20.1.20.08.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan perundang-undang yang diaksankan 4 Kegiatan 0 . 0 1 Kegialan 1 Kegatan 25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-| Jumiah kegitan bimbingan teknis yang ; A ) i .
1.20.1.20.08.05.03 Undangan dilaksankan 4 Kegiatan 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 25
1.20.1.20.0805. | Penyusunan SOP ueniah dokumen SOP yeng mengikii | ¢ agiatan 0 . . 0
1.20.1,20.08.05.23. | Oikdal Priabatan bagi CPNSD ;‘;:';j‘z" ) CPNSD yang mengikuti st | 2000 oyang . 0 181 Orang 181 Orang 100 0 1810rang | 000
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN Cakupan raallsasl penyusunan
1.20.1.20.08.06 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN laporan kinerja dan keuvangan serta 100 24.061.800 100 100
KEUANGAN perjanjian kinerja tepat waktu
1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhiisar Jumiah dokumen {aporan capalan kinerja
Realisast Kinerja SKPD yang digusun 15 Dokumen | 1 Dokumen 10.064.800 1 Dokumen 1 Dokumen 100 t Dokumen 3 Dokurnen 20
1.20.1.20.08.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;;;"J;ﬁ:‘dmme" laporan keuangan yeng| g oy men | 1 Dokumen 13.997.000 2 Dokumen 2 Dokymen 100 2Dokumen | 5 Dokumen 50
. Cakupan realisasl keglatan penunjang
1.20.1.20.08.08 PROGRAM : PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM intshan umum
Jurnlah dokumen Rentra,Renja
1.20.1.20.08.08.01 | Panyusunan Rencana Perangkat Daerah RKA,DPA dan DPPA yang disusun 25 Dokumen - 0 § Dokumen 5 Dokumen 100 & Dokumen 10 40
1.20.1.20.10.08.02 | Pengelolaan Wabsite Perangkat Daerah Jumiah Wabsite yang dikelota 1 Website 0 1 Website 1 Website 100 1 Webslte 1 100
PROGRAM: OPTIMALISAS| PEMANFAATAN Persentase Pemanfastan Teknologl
20120083 | 1exn0LOGI INFORMASI nformes! 113434385
1.20.1.20.08.23.04. | Pengelolaan Tata Naskah Pagawai Jumiah arsip kepegawaian yang dikelola 8911 2000 113,434,565 2200 2200 100 2200 6400 64
. Parsentass pejabat ASN yang telah
1.20.1.20.08.28 PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINAS AN mengikutl Dikiat PIM il dan I 178.149.000
Juth‘n PNS yang menglkutl Diklat PIM [} 13 Oreng . 4 Orang 20rang 50 10vng 3orang 23,07
1.20.1.20.08.28.06 | Peningkatan Ketersmpiian dan Profesionalalisme dan
Jumiah PNS yeng mengikuti Bintek 50 orang 5 Orang 6§9.250.000 - 10 Orang 15 Orang 30
. , Jumtah PNS yang menglkuti ujian dinas
1.20.1.20.80.28. Pandidikan Perjenjangan Struktural dan ujlan peayesusisn azan 300 Orang 150 Crang 118.899.000 - 0 50 Orang 50
PROGRAM : PEMBINAN DAN PENGEMBANGAN | Cakupan Pembinan dan
1.20.120.08.30 APARATUR Pengembangan Aparstur 2726 568400
1.20.1.20.08.30.01 | Ponyusunan Pengembangan Karier PNS iﬁ;”ﬁ’;}'{‘:ﬁ;&gﬁg’“bwm P8 | spokumen | 1Dokumen| 99810000 1Dokumen | 1 Dokumen 100 tdokumen | 3Dokumen | 60
Jumiah ASN yang direkrut sesuai dengan| . . .
1.20.1.20.08.30.02 | gopoe) Panerimaan ASN usulan formasi 2500 orang  |171 Formasi 37.602.250 500 Formasl 205 formasi 41 500 Formasi | 876 Foramsi 35,04
. , . { Jumlah PN
1.20.1.20.08.30.08. | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Barprestasi p:ru:larg afn’::g empardish 1250 orang | 250 Oreng 39,600,000 250 orang 250 orang 100 250 orang 750 60
Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin
1.20.1.20.08.30.09 Disipiin PNS PNS yang lertangani 51 Kasus 10 Kasus §8.400.000 15 Kasus 15 Kesus 100 15 Kasus 40 Kasus 7843
1.20.1.20.08.30.11 | Pemberian Bantuan Tugas Belsiar dan lkatan Dinas IJU”"“““ ?gfryaa’;gi:““::f:”‘“‘ bantuan| 45 orang ] 1 Orang 1 Orang 100 1 Orang 833
. Jumlah pefabal, ASN yang mengikuti
1.20.1.20.08.30.13 | Fenyelenggaran Dikiat Teknis, Fungsional dan pendidikan dan pelatihan sirukturat 200 orang | 60Crang |  1.220.500.000 40 orang 35 orang 50 40 Orang 135 &7
Kepemimpinan (Diklat PIM IV)
1.20.1.20.08.30.15{ Moniloring, Evaluasl dan Pelaporan ouonlah dokumen pelaksanaan Keglan | ¢ poyumen |1 Dokumen | 43.757.000 1Dokumen | 1 Dokumen 100 10okumen | 3 Dokumen | 60
1.20.1.20.08.30.18 ;""?“"‘“I n ME “‘“s i Kengikan Pengkat dan dumlah usu kenaikan pangkat ASNYBG! 500 gy | 1500 Usul | 141,150,000 1500 Usul 1500 Usul 100 1500 4500
Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Jumnlah usul pensiun dan kenaikan
1.20.1.20.08.30.19 1500 Usul 300 Usul 93.850.000 300 usul 300 usut 100 300 900 60
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120.1.2008.30.21 | Penempatan PNS mf;;':ls yang ditempatkan sesual | 25 6r0n0 | 350 Orang 92.990.000 . . 0 150 500 66,66
. R Jumigh PNS yang mendapatkan
1.20.1.20.08.30.22 | Pelayanan Kesejahleraan Material PNS pelayanan malerial PNS 1750 Orang | 350 Orang 82.800.000 350 Orang 300 Orang 85,71 350 orang 1000 Orang 57,14
1.20.1.20.08.30.22 | Pengucapan Sumpahvilanji PNS Jumiah banluan pondidian ikatan 200000y | 5000mang | 33.750.000 . - 0 S00rang | 10000mng | 50
1.20.1.20.08.30.2) Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian | Jumiah aplikasi data kepegawaian yang — o ; ’ : L aci
5 (SAPK] : 1 Aplikasi 1 Aplikast 207.600.000 1 Aplikas| 1 Aplikasi 100 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100
Jumizh Pejabat administrator yang 24 53
1.20.1.20.08.30.31 | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi] 750 Orang 34 Orang 209.300.000 - - 0 150 Orang 184 Orang !
pratama
1.201.20.08.30.32| Penyelesaian Adminiskasi Kedudukan Hukum PNG [ Jumiah SKkedudukan hukum PNS yang | g g 105K 43,500,000 10 SK 115K 110 10 Kasus 31 8K )
1.20.1.20.08.30.33 | Penitaian dan Evalusi Kinerja PNS Fersaniase PNS yang memperoieh SKP | - ggeg £5% 13.000.000 70% 70% 0% 70% 0% 70
1.20.1.20,08.30.34 | Pengelolaan Absensi PNS Jumiah absensi PNS yang dikelola 200 | 42000 22.200.000 420°D 420PD 100 420PD 420PD 100
1.20.1.20.08.30.3 | Analisis Kebutuhan Dikiat Juriaf Qokhen hasil analisis 2 Dokumen 0 ; . . 0
1.20.1.20.08.30.38 | Dikiat Petayanan Prima Jamiah Diat Pelayanan Prima yang 5§ Kegiatan . 0 1 kegitan 1 kegiatan 100 1Kegialan | 2Kegiatan 40
. Jumiah pembinan mental spiritual PNS : . .
1,20,1.20.08.30.39 | Pembinaan Mental dan Spritual PNS s diianabon 450 Kali 90 Kai 151.300.000 15 Kall 15 kal 100 % 195 Kall 42
; Jumiah wajib LHKPN yang melaporkan 6600 wajib 116 Wajib 600 wajib 600 wajib 1500 Wajib
1.202008.3040 | Laporan Harta Kekayaan Pejaba Nogara (LHKPN) | mon ekt L1 00w i 43,500,000 e ot 100 o 2266 3486
. . Jumiah rekomendasi tugas bejalar dan 140 140 140 20
1.20.1.20.06.30.42 . Pengelolaan lzin Belajar dan Tugas Belajar izin belajar yang diterbitkan 740 orang - 0 rekomendasi 0 fas] 100 Rekomendasi ast kY
1.20.1.20.08.30.44 *F(’enata::‘sS‘DM Aparalur sesisat Kebutuhan dan Jumniah PNS yang mengikuti assesment 256 oreng - 0 - - - 38 38 14,84
1.20.1.20.08.30.45 | Dikdat Peningkatan Kompelensi Lurah Jurish Lurag yang mengikuti Oikial 42 orang . 0 . - . 0 0 0
Kompetensi
1.20.1.20.08.30.46 | Diklat Satuan Polisi Pamong Praja Jumiah Satpo! yang mengikuti dikiat 40 orang 0 - - 0 0 0
1.20.1.20.08.30.47 | Diklat Pemadam Kebakaran Jumiah dikelt yang diadakan 1 kegiatan . 0 . - . 0 0 0
1.20.1.20.08.30.48 m['f" Peningkatan Kompentensi dan Kinelja | ;. 11 werkshop yang dilaksanakan 1 Kaglalan 0 . 0 0 0
1.20.1.20.08.30.49 | Bintek Peningkatan Kompentensi Camat Jumiah binlek yang dilaksanakan 1 kegiatan - 0 - - 0 0 0




I.2.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Kedudukan sebagai unsur lembaga teknis daerah, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Kepala Badan

1)

2)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan yang mempunyai kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam melaksanakan tugas sebagaiamana tersebut diatas,
menyelengkarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

b. Pelaksanaan kebijakan  fungsi  penjunjang  urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi penjunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.



()

11.3.

e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur
kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bone, ada beberapa indikator kinerja guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur ;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone berupaya
untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan
kombetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, dan
sosialisasi. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan
yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat sehingga apa yang cita- citakan dan diharapkan sebagai
penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam
suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu
strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan
disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-
pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu
strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-
hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
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untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat

dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal
yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta
menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan
perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat
dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu
pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang
didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan
administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal,
telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana
strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok
dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bone.

Isu-isu  strategis pembangunan yang berhubungan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah :

1. Masih rendahnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan penjangan (Diklat PIM);

2. Kurangnya pegawai yang dikiim mengikuti pendidikan tugas
belajar dan mengajukan ijin belajar untuk peningkatan jenjang
pendidikan;

3. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan
pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.

4. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur
di masing-masing unit kerja;

5. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada
unit kerja belum dilaksanakan analisis jabatan.

6. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, dan
integrated;
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10.
11.

Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomudir pada
kebutuhan riil;

Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada
kompetensi jabatan;

Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa
dilaksanakan secara optimal;

Sistem penilaian kinerja belum obyektif;

Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara
konsisten dan konsekueni:

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

1.

A

Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Stuktural
(DIKLAT PiMm)

Mengoptimalkan pemberian tugas bejalar dan izin belarjar
Melaksanakan pengisian jabatan sesuai kompetensi
Melaksanakan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan

Melaksanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi
jabatan dan kebutuhan organisasi

Meningkatkan disiplin PNS

Meningkatkan sistem dan mekanisme poia pengembangan pola
karier pegawai.

Sasaran yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian dan

Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone antara laian

adalah :

1.
2.
3.

Meningkatnya jumiah pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM.
Tertatanya pengisian jabatan sesuai dengan komptensi.
Meningkatnya jumiah pegawai yang melanjutkan pendidikan
melalui tugas belajar dan izin belajar

Meningkatnya Disiplin PNS




.

5. Terlaksananya penempatan sumber daya aparatur di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan kompetensi jabatan
dan kebutuhan organisasi

6. Terwujudnya standar kompetensi jabatan dan pedoman pola karir
jabatan

7. Meningkatnya sistem dan mekanisme pola pengembangan pola
karier pegawai.
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TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

Il.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Rencana
Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bone 2018-2023 dan direvisi menjadi Revisi
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-2023, mencerminkan
bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bone 2018-2023. Secara sfesifik program dan
kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya
untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara
program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan
memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lainya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone 2018-
2023 yang menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone
2018-2023, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari
norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh
lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi
Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone, secara
nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen
Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.




-

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Target Kinerja |

- Data Tujuan/Sasaran
No. Tujuan Sasaran Tujtar;?\;;a;:;ran /;;i;ag Pada Tahun ke-
2019 2020
Meningkatkan Meningkatnya | Persentase
kualitas kualitas data Akurasi up-date 70 75 80
pelayanan dan pelayanan | data base
kepegawaian | administrasi kepegawaian ( %)
1 kepegawaian [ Persentase
: kenaikan pangkat
ASN tepat wakty 0 75 80
sesuai SOP
Persentase
pengisian jabatan 80 83 86
structural
‘ Meqlngkatkan Meningkatnya | Persentase pejabat
Aparatur kualitas PNS struktural yang 753 75 80
pemerintah memenuhi syarat
yang kediklatan
berkualitas Persentase pegawai
2. ldan memperoleh nilai 70 75 80
professional SKP Baik
Persentase
penurunan kasus- 70 60 50
kasus pelanggaran
disiplin PNS
Meningkatkan | Meningkatnya N o
akuntabilitas akuntabilitas
3 kinerja kinerja Predikat evaluasi B B B
Urusan Urusan sakip oleh APIP
Penunjang Penunjang
Kepegawaian | Kepegawaian




Strategi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber daya Manusia kabupaten Bone untuk mendukung pencapaian tujuan

adalah sebagai berikut :

o b

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

Melakukan up date (pemutakhiran) data kepegawaian secara periodik,
Melakukan kerjasama dengan BKN dan Telkom.

Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.

Mengoptimalisasi pemeliharaan peralatan kerja secara berkala
Melakukan Perawatan gedung kantor dan kendaraan dinas operasional
secara berkala.

Melakukan Sosialisasi SOP administrasi kepegawaian kepada setiap
SKPD

Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Kinerja PNS.

Melakukan invertarisasi kebutuhan Pegawai pada masing-masing
SKPD

Memberikan peluang bagi pegawai yang ingin melanjutkan studi
secara terbuka sesuai ketentuan berlaku.

Melakukan analisis kebutuhan diklat pada masing-masing SKPD
Mengoptimalkan penyelenggaraan Diklat, kursus dan bintek
Mengusulkan calon peserta diklat Pim I, Il dan |V kepada Badiklat
Provinsi

Mengoptimaikan pembinaan pegawai

Menyusun kriteria dan menerapkan reward and punishment secara
transparan

Penyusunan dan penerapan sistem dan mekanisme pengembangan
karier

Mengoptimalkan standar komptensi jabatan

Melaksanan penjadwalan ceramah keagamaan disetiap SKPD.




Melihat kondisi dan potensi yang ada pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bone, serta faktor-faktor kunci keberhasilan ditambah tersedianya data
yang akurat dan relevan, untuk 5 tahun mendatang Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone telah
menetapkan kebijakan dalam pembangunan bidang kepegawaian atau
aparatur pemerintah daerah.

Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Bone merupakan tindak lanjut dan penjabaran
dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam pembangunan Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Bone yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan
aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang
disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran data dan perawatan software secara
periodik.

2. Melakukan kerjasama dengan BKN dan Telkom dalam penyediaan
data kepegawaian

Menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap.

P

Mengoptimalkan pemeliharaan perlatan kerja dan gedung secara
berkala.

Menyusun SOP pada masing-masing bidang.

Melakukan sosialisasi SOP administrasi kepegawaian

Melaksanakan analisis kinerja PNS secara optimal.

©® N o o

Melakukan rekrutmen pegawai secara selektif sesuai dengan

kebutuhan SKPD.

9. Mengoptimalkan peluan bagi pegawai yang akan melanjutkan
pendidikan melalui izin belajar dan tugas belajar.

10. Menyelenggarakan analisis kebutuhan diklat teknis bagi masing-

masing SKPD.




11.

12.

13.

14.
15.

16.

Menyelenggarakan diklat teknis, kursus dan bintek sesuai dengan
kebutuhan organisasi.

Mengusulkan dan menyediakan alokasi anggaran untuk diklat PIM 1l
dan tll.

Mengoptimalkan pembinaan pegawai dan menerapkan sanksi sesuai
dengan ketentuan.

Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.
Melaksanakan dan menerapkan sistem dan mekénisme pola
pengembangan karier PNS.

Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual secara
berkesinambungan
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Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Berkaitan
dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;

2. Kedisiplinan pegawai yang masih rendah:

3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum
optimal;

4. Belum Akuratnya Data Kepegawaian:dan

5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Bone dan Manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Bone perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang profesional dalam menciptakanpemerintahan  yang
handal dan terpercaya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari
seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan
panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja
OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan
daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.




TABEL I1.3.

Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone

Rancangan Hasit Analisis
Awal RKPD ’ Kebutuhan (P::::ﬂﬁ
NO Program/Kegiatan Lokasi indikator Kinerja c:;’:'.'n Paguindikatif  ProgramiKeglatan Lokasi indikator Kinerja c:‘::l'.‘" Kebutuhan
m )] I ) & { ) T g 6] 5 )]
| Program Pslayanan Administrasi Cakupan Ketersediaan Pelayanan 100% Program Pelayanan Cakupan Ketersediasn Pelayanan 100%
Perkantoran Administras! Perkantoran Administrasl Perkantoran Administrasl Parkantoran
1 { Penyedi n Kec. T. Riattang. | Terlaksananya tarib amicistrai Panyadiaan Jasa Surat Kec. T. Riattang, | Terlaksananya terth adminisrasi
yediaan Jasa Surat Menyural Barat pérratan 3075 surat 46.080.200 Menyurat Barat ng 12 bulan 3075 surat 46.080.200
Panysdiaan Jasa Komunikasi, Kec. T. Riatt Tingkat ki isan i ikasi Py dinan Jase Komunikasi . Tingkat ketersediaan jasa komunikasi
2 niks ang gkai ketersediaan jasa komunikasi enyedinan unikasi, Kec. T. Riatiang, i
Sumber Daya Air Dan Listrik Barat S@suaij recana kebutuhan 1 Tahun 12.000.000 Sumber Daya Air Dan Listrik Barst e b’:f:na' recana kebut selama 12 | Tahun 6292.000
Penyediaan Jasa Perslatan dan Kec. T. Riattang. | Té t i i J P i <
3 . 9. | Tingkat ketersedian Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan Kec. T, Riattang. | Tingkat ketersedian Jasa Peraaten
perlengkapan Kantor Barat dan periengkapar: Kanior 1 Tahun 3.354.000 dan perlengkapan Kanior Barat dan perlengkapan Kantor 1 Tahun 3.354.000
Penedisan Jasa Administrasi Kec. 7. Riattang. | Tingkat Kerersediaan Jasa Penediaan Jasa Admin i Kec. T. Riatt ingkat jaan
4. ka iaan Jasa Administrasi ec. T. Riattang. | T Kerersediaan Jasa
Keuangan Barat Administrasi Keuangan 1 Tehun 45.402.000 Keuangan Barat Administrasi Keuangan 1 Tahun 45.402.000
! i - Jumiah perbaikan perstatan kerja Penyediaan Josa . . .
5 g;nghegwuxr;é:m Parbaiksn Kac T Risttang. yana dipacbaki sescsirencan 36 Unit 14,600,000 | pomalinaraan den perizinan Kec T. Riatteng.| Jumiah Perbaikan Peralatan Kerja 38 Uni 6.700.000
ebuthan kendaraan Dines/Operasiona aral yana
Penyediaan Komponen Instalansi Tin \ Penysdiaan Kom| i i
oy " gkat ketersediaan komponen enyediaan ponen : Tingkat ketersadiaan komponen
& | Listrik/Penerangan Bangunan ;:::'T’ Riattang. instalans; listrik/penieranganbangunan| 1 Tahun 5.120.000 | instalansi ListrikiPenerangan ;:: T Riattang | 00 ansi istril/penerangan bangunan| 1 Tahun 5.120.000
Kantor sasuai kebutuhan Bangunan Kantor at sesuai kebutuhan
) . ) ediaan Bahan bacaan
Penyediaan Bahan bacaen dan Kec. T. Riattang. | Jumiah jeni . ) Peny ' .- ! '
7 - Jnis tarbitan surat kabat dan | 6 Media suret Kec. T. Riattang. | lumiah jenis 1ecbitan surat kabat dan | 6 Medie surat
peraluran Perundang-4ndangan Barat majalah kabar 12.000.000 ::: ::; :_“'-"‘" Perundang- Barat g m:jnlnh e @ kabar 9.000.000
Rapat-rapat Koordinasi den . Tingkat ketersediaan Iaporan hasil inasi ) Tingkat ketersedinan [aporan hasil
8 | Konsullasi Dalam Daevah dan Luar | K8C: T. Riattang. b koo sa Rapaet-rapst Koordinasi dan Kec. T. Riattang, | Tingk vt poran h
Barat rda'%alu.?%rdmau dan konsultasi dalam 1 Tahun 171.900.00 Konsultasi ke luar daeran Baral mm?:hu dan konsultasi dalam 1 Tahun 225.804.900
Pelaksanaan Administrasi Kec. T. Riattang. | Tingkat ketersediaan ATK Barang Pelaksanaan Administr Kec. T. Riattang, | Tingkat ketersedisan ATK Barang
9 cetakan dan pangandasn serla 1 Tahun 259.932.525 | ola iniskias: s "9-| cotakan dan pangancaan seria 1Tahun | 274932525
Perkantocan Barat makanan dan minuman Perkantoran Barat makanan dar. minman
Program Peningkatan Sarana dan Per Pra Program Peningkatan P Pri
] P:f."m Aparnatur Wondai B ."Is“"' danf dalam 100% 645.454.100 | Sarana ¢an Prasarana ndori w&rﬂu da Pr datam 100% 545,454,100
Aparatur Kondi
Kec. T. Riattang, | Jumiah Pengadaan Perlengkapan AC 1 unit, . Kac. T. Riattang. | Jumiah Pengadean Perlengkapan AC 1 unit,
1. I Pe P 1 ) 9 t .500.
ngadaan Perlergkapan Kantor Barat Gedung Kantox Lemaré E::lum 40.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Kantor Barat Gedung Karvor Lom1ar|B S:r: umy - 36.500.000
Mesin Photo gasinrholto
Copy 1 unit, opy 1 wnit,
M...Yn Absensi Mesz'n Absensi
4 Unit, 2 Unit, _
Kec. T. Riattang. | Jumiah Pengadsen Paralat S B ip i i P oned ot
2. | Pengadaan Peralatan Kantor Bart | Godung raresen Persiatan Nowtones | 161.840000 | Pangadaan Peralatan Kantor hoc. T Riaang. ey Kaor T ormatan et | 170.570.000
Unit, Print Unit, Print
Inkjat 2 Unit, Inkjet 2 Unit,
CCTV 3 Unit, CCTV 3 Unit,
Proyekror 1 Proyekror 1
Unit Unit
3 | Pengadaan Mebelewr g:“,’éf- Riatl#ng. | 5, niah pengadaan mebeleur K Ssa:)fka“" 10.000.000 | Pengadaan Mebeleur g::;;r -Ruaitang. |, iah pangadean mebeleur 133:' kursi 10.000.000




Pemeliharaan Rulin/Backala Kec. T. Riatteng. | Tingkat pemeliharaan gedung kantor Kec. T. Riattang. 1 Set kursi
4 | Poralotan Gedun g Kanlor arat don pm;:m o g 1 Tahun 10.300.000 | Pengadaan Mabeleur Sorat Jumiah pengadaan mebelsur Sofs 10.000.000
Pemaliharaan Rutin/Berkala Kec. T. Riattang | Jumiah Kendaraan Dinas yang Mobii 3 unit, Pemellharaan Rutin/Berkala Kec. T. Riattang | Jumlah Kendaraan Dinas yang Mobil 3 unit,
8 | Kendaraan Drves/Operasiona Barat dipelhara Molor 10 Unit | 197:250.000 |\ oo DinawOparmsional Barat dipaihars Motor 10 Unit | 0.500.000
Program Peningkatan Disipiin Program Peningkatan
] Aparatur Persantase Peningkatan Disiplin PNS|  100% 74.838.700 | |, plin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin PNS|  100% £05,958.200
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- | Kec T. Riattang | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Pengadaan Pakaian Khusus Hari- | Kec. T. Riatta Jumiah Pengadaan Pakaian Khusus
| Hani Tartertu Barat Hari-Hari memu 67 Pasang | 20.100.000 Hmonon!u Barat e Hari-Hari Tertentu 57 Pasang | 20.100.000
tv | Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Peningkapan Kapasitas 00% $97.884.600 :ﬁ:ﬂ:;ﬁ::g::‘;: " Cakupan Peningkapan Kapasitas 100% 576.916.600
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur 100% i Ap:mm 4 Sumber Daya Aparat o
Jumlah PNS Mengikuti Bimbingan .
i Jumiah PNS Mengikuti Bimbingan
I:;:::gz:r:a turan ?’erundnng Teknis Peraturan Perundang
1. PP, No. 11Tahun 2017 1 Tan 2017
. . . , 2. PP No. 46 Tahun 2011 80 Orang , ‘ . : o n 80 Orang
1. | Bimbingen Teknis Implamentast Kec. T. Riattang | 2" pp ‘o 83 Tahun 2013 80 Orang | 1.030.64.000 | Bimbingan Teknis Implemantasi Kec. T. Riattang | 2. PP No. 46 Tahun 2011 80 Orang | 1.014.568.800
" | Peraturan Perundang-Undangan Barat 4. Bintek Aplikui o LKHPN 80 Orang o Peraturan Perundang-Undangan arat 3, PP. No. 53 Tahun 2013 80 Orang
5. Bintek Aplikesi e.Kinarja PNS 570 Qrang 4. Bintek Aplikasl o LKHPN 570 Orang
6. Ssialisasi Peraturan BuBnti tentang i’gg 8"“0 g g:}:: :"i"g‘:f“; '-’:‘ﬂ"gl' P‘f‘: tang %% 8“\”9
" " ) ur I
TPP bagi PNS dan CPNS i TPP bagi PNS den CPNSD. o
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan | Kec. T. Riattang | Jumiah CPNSD Yang mengikuti Dilat Penyelenggaraan Diklat P'rq‘ribalan Kec. T. Riattang | Jumiah CPNSD Yang mengikuti Diklat
2 bagi CPNSD Barat Prajabatan 181 0rang | 441.627.000 bagi CPNSD Barat Prajabatan 1810reng | 441627.000
P Ingk
Program Peningkatan Presentase Peningkatan P:::';':b::::sf:::m Presentase Peningkatan
V | Pengembangan Sistem Pelaporan Psngembangan Sistem Kinerja dan 100% 131.860.500 Pengembangan Sistern Kinerja dan 100% -
Capalan Kinerja dan K Pelaporan Capaian Klnerja dan
ap rja dan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Penyusuanan Laporan Capaian Kec. T. Risttang | 2u™i8h Laporan Capaian Penyusunan Laporan sumiah Laporan Capaian
1 | Kinerja dan ikiisar Realisasi Barat o™ | Kinrja dan ihkUsar realisasi 1Dokumen | 4.797.000 | Cepaian Kinerjs dan ihktisar Pekanbary Kinarja dan inktisar realisasi 1Dokumen | 4.797.000
Kinerla SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun realisas| Kinerja SKPD Kinerjs SKPD yang Tersusun
Penyusunan Pelaporan Keuengan Kec. T. Rigttang | Jumlah Laporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan | Kec. T, Riatta Jumiah Laporan Keuangan
2 Semesteran Barat Semesteran yang tersmun 2 Dokumen 3.624.125 Su'nyru‘:mwm Barat " Semasteran yang tersusun 2 Dokumen 3.624.125
Penyusunan dan Pengumpulan . . Penyusunan dan Pengumpuian ) .
3. | Data Informasi Penyusunan Rec. T. Riattang :tﬂ:‘h Renja dan Rensira yang 3Dokumen | 2.840.000 | Data informasi Penyusunan E:fal'r' Risttang (ijmlzr:‘Rem dan Renstra yang 3Dokumen | 702000
Dokumen Perencanaan Isusun Dokumen Perencanaan 133 !
Cakupan Pengembangan Cakupan Pengsmbangan
vi gm:zg::nmbmom Data/inormas! 160% Datafinormasi 100%
i | Kec. T. Riattang | Jumiah Pemutakhiran data ASN dan 2200 .| Kec. T. Riattang | Jumlah Permutakhiran data ASN dan 2200
1. | Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Barat pemeliharan arsip Kepegawaian Dokurmen 95.500.000 | Pengelolaan Tata Naskeh Pegawai Barat pemeliharan arsip Kepagawaian Dokumen 95.500.000
Program Pengembangan
ma Cakupan Pengsmbangan Cakupan Pengembangan
vi ::::u.nkm, Inf #l dan Media Komunikas! dan Msdia Massa Too% Komunikasl dan Media Massa 100%
Pembinaan dan Perigembangen . Pembinasn dan Pengembangan |
1. | Jaringan Komunikasi dan Mecia | K8C. T- Rialeng |, oop von e yang dikeola 1Website | 20000000 | Jaringan Komunikas! dan Media | K8C. T RUang | | oo, webaite yang dikelola 1 Webaite
Massa Barat Mosa Barat 20.000.000
Persentase pajabat ASN yang telah Program Pandidikan Persentase pejabat ASN yang telsh
V| Program Pendidikan Kedinasan manglkytl Diklat PIM § dan il 100% Kedinasan menglkuti Olkist PIM I dan 4 100%
Peningkatan Kelerampilan dan Jur lah ASN mengikuti LATPIM (12, Peningkatan Keterampilan dan Jum lah ASN mengikutl LATPIM il
1 | Profesionalisme Luar Dasrah Kursus singkat dan Pelathan 40rang | 45.625.0000 Frol::qlonalismo Luar Daersh Kursus singkat dan Pelatihan 3 Orang 31.625.000
vui| Fregram Pembinaan Dan Cakupan Pembinan dan Program Pembinaan Dan Cakupan Pembinan dan
Fangembangan Aparatur Pengembangan Aparatur Pangsmbangan Aparatur Pengembangan Aparatur
Penyusunah Rencaca Permblan Kac. T. Riattang | Jumlah Dokuman Pengembangan T Dokumen Penyusunan Rencana Psmbian | Kac. T. Riattang | Jumiah Dokumen Pangembangan
! | et PNS arat Pola Karir PNS yang tersusun 50.100.000 | jepric PNS Bara Pola Karir PNS yang lersusun 1 Dokumen | 50.100.000




R . - Orang ] ] Orang
3 iaksi i Kec. T. Riattang | Jumlah PNS yang direkrut sesuai . i Kec. T. Riattang | Jumlah PNS yang direkrut sesusi .911.000

2. | Seleksi Penerimaan CPNS Borat denga usulan formasi 406.911.000 | Seleksi Panerimaan CPNS Barat denge usulan formasi 4089
Pemberian Penghargasn bagi PNS | Kec. T. Riattang | Jumiah PNS yang mendapatkan Pamberian Penghargaan bagi PNS | Kec. T. Riatt Jumlah PNS yang mendapatkan

3 yang Berperestasi Barat Ponghmmnys:?ya Lencana 250 Orang 27.850.000 yang Berperastasi = Barat 19 Penghargasn s:?yu Lencana 2500rang | 22.850.000
Proses Penanganan Kasus-Kasus | Kec. T. Riattang | Jumlah Kasus-Kasus Pelanggaran Proses Penanganan Kasus-Kasus | Kec. T. Riattang | Jumish Kasus-Kasus Pel ran

4| Disipiin PNS Barsl Disiplin PNS yang tertangan, 10Kasus | 56.800.000 [ i BNg Ty Barat Disipiin PNS yang tertangars 10 Kasus | 66.600.000
Pemberian Bantuan Tugas Belajar | Kec. T, Riattang | Jumish PNS yang mendapat bantuan Pembarian Bantuan Tugas Belaj Kec. T. Riattang | Jumlah PNS ysng mendapst bantuan

5 | dan tkatan Dinas Barat tugas belajar Yions iaters dnas 10rang 0.000.000 | goiztan Dinas e Barat tugas belajar dan ikatan dinas 10rang 50.000.000
Penyelenggaran Diklat Teknis, Kec. T. Riattang | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Panyelenggaran Diklat Teknis, Kec. T. Riattang § Jumiah Pejabat ASN yang mengikuti

8 Fungsional dan Kepemimpinan Barat Diklat Strukiural 35 Orang 708.050.000 Fungy;sioml dan Kepemimpinan Barat Diklat Sml 35 Orang | 706.050.000

7. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | KSC. T. Risttang ,J‘:g}:g‘f“m;’gg" perisksanaan 1Dokumen | 22.247.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan| o, T- Riattsng ggg:';:  dokuman periaksanaan 1 Dokumen | 42.247.000
Pengalolaan Mutasi Kenaikan Kec. T. Riattang | Jumlah Usul Kenaikan pangkat ASN Pengelolasn Mutasi Kenaikan Kec. T. Riattang | Jumiah Usul Kenaikan pangket ASN

® | Pangkat dan Perpindahan PNS | parat yong diproses 1800 Usul | 106.900.000 | e epndanan PRS | Bt yana dioroses 1500 Usd | 106500000
Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan | Kec. T. Riattang | Jumiah usul pensiun can Kenaikan Pangelolaan Pensiun dan Kenaikan| Kec. T. Riatiang | Jumiah usul pensiun den Kenaikan

9 Pangkat Pengabdian PNS Barat pangkat pangabdian yang diusulkan (500 Orang [ 73.100.000 Pangkat Pengabdian PNS Barat pangkat pengabdian yang diusulkan | 500 Oreng | 73.105.850
Pelayanan Kasejahteraan Material | Kec. T, Riettang | Jumiah PNS yang mendapatkan Palayanan Kessjahteraan Material | Kec. T. Riattal Jumlah PNS yang mendapatkan

10 [ pns Barat Pelayanan Matetal PNS 3500rang | 112.550.000 | pyeY Barat el eiayanan Materlal PNS 3500rang | 11.550.000
Pengelolaan Sistam Aplikasi Kec. T. Riattang | Jumiah Aplikasi Data Kepegawaian A Pengalciaan Sistem Aplikasi Kec. T. Riattang | Jumiah Aplikasi Data Kepegawaian oo

"' | Pelayanan Kepegaaian {SAPK) | Barat yang dikslola 1Aplikasi | 152081.250 | poi e e e (. 7PK) | Barat yang ckeiola 1 Aplikesi | 153.861.300
Panyelesaian Administrasi Koc. T. Riattang | Jumlah 8K kedudukan hukum PNS Penyelesaian Administrasi Kec. T. Riattang | Jumleh SK keduduken hukum PNS

12/ kedudukana Hukum PNS Barat yang diselesaikan 108K | 48.800.000 | o e Hukum PG Barat yong dseiosaian 108K | 48.600.000

13| Penilsian dan Evaiuasi Kinerja PNS :;;.T Riattang | Persantass PN yang bemiai SKP 100% 176,850,000 | Penitaian dan Evaluasi Kinerja PNS ;:cr. tT- Rirttang Pecsentass PNS yang barnilai SkP 100% | 205.850.000

14] Pengeloiaan Sistem Absensi PNS | Kec. T. Ristang [ uan asongi PNS yang Dikelola | Semus OPD | 15,000,000 Pangelolaan Sistem Absensi PNS | foc. T- Rialang | .z absensi PNS yang Dikelola | Semua OFD | 15,000,000

15| Dikiat Pelayanan Prima hoc. T- Riattand | jumiah Dikiat yang dilsksanakan 1Kegiatan | 83.938.000 | Diklat Pelayanen Prima fiec. T Ristang | umian Diiat yang dilaksanakan 1Kegiatan | 83,938,000

16| Bimbingan Mental dan Spritusl PRS| KoC. T. RIatena | ), iahginygl yang dileksanaken 15Kali | 61.650.000 | Bimbingan Mental dan Spritual PNS| oc. T- RiU8%0 | 1 oy Bintal yang dilaksanaken 15Kal | @s.150.000
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Kec. 7. Riattang | Jumiah wajib LHKPN yang Laporan Harta Kekayaan Pejabat | Kec. T. Riattang | Jumiah wajib LHKPN yang

"7 | Negara (LHKPN) Berat melaporkan harta keleyasnnye 800 0rang | 26.808.100 | & oara (LHKPN) Barat melaporken harta kekayagnnya 800 Orang | 26.808.100
Pengelolaan 1zin Belajar dan Tugas | Kec. T, Riattang | Jumiah rekomendasi tugas belajar 140 Pengelolaan zin Belajar dan Tugas| Kec. T. Riattang | Jumiah rekomendssi tugas belajar 140

8| Belajer Barat dan izin bejajar rang diterbitkan rekomendasi | 67-735.000 | paidct | Barat dan izin bajajar rang diterbitkan rekomendasi | 67-735.000




.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawa dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun
Anggaran 2020, tidak terdapat usulan program maupun Kkegiatan
dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program
dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepagawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.




ll.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih
lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana
kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bone mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis,
kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu
tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada
dokumen rencana keria dijabarkan dan ditetapkan target kinerja
tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan
Kepegawaian dan’ Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bone untuk mencapainya dalam satu tahun, dan
merupakan tolak ukur (bencmarks) bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian
rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun

2018 sebagai terlihat pada tabel berikut




Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Capaian | Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian | Kebutuhan Dana/
Kode Dasrah dan ProgramiKegiatan indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi * Kinerja Pagu Indikatif | Sumber Dana Kiner|a Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 3 8 10 11 12
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI | Cakupan Ketersediaan Pelayanan 00% 867.745.000
1201200801 | pepiANTORAN Administrasi Perkantoran 100% 865.093.500 !
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah rekening biaya tagihan telepon, . 2 paket 22.000.000
1.20.1.20.08.01.02 Air dan Listrik 4 strk dan air yang dibayarkan Kec. T Riattang Barat 12 paket 20.000.000 DAU 12 pake!
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Jumiah penyediaan jasa peralatan dan . B 12 paket 11.000.000
1.20.1.20.08.01.03 Kantor perengkapan Kantor Kec. T.Riattang Barat 12 Paket 10.000.000 DAU pake
Jumlah tenaga administrasi dan jasa leknis :
1.20.1.20.08.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan mendukung pelayanan administrasi Kec. T.Riattang Barat 108 Kali 45,000.000 DAU - 108 kali 45.000.000
keuangan
1.20.1.20.08.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumiah peralatan kerja yang diperbaiki Kec. T Riattang Barat 4 paket 23.900.000 DAU - 4 paket 23.000.000
Penyediaan Komponen Instalast Jumlah ketersediaan komponen instalas
1.20.1.20.08.01.012 | Listrik/Penerangan Bangunan listrik penerangan kantor sesuai kebuuhan | Kec. T Riattang Barat 12 Paket 6.745.000 DAU 12 paket 6.745.000
Kantor penganggaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumiah pembayaran media yang ; ; A 20 kali 17.000.000
1.20.1.20.08.01.015 Perundang-Undangan menyediakan bahan bacaan Kec. T.Riattang Barat 120 Kali 16.000.000 DAU 1 !
Jumiah kegiatan rutin koordinasi dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Oalam | kunsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi . ) . 400.000.000
1.20.1.20.08.01.023 Daerah dan Luar Daerah ketinggkat nasional, tingkat provinsi dan Kec. T Riattang Barat 150 kegitan 400.000.000 DAU 150 kegftan 000.
tingkat kabupaten yang diikuti
1.20.1.20.08.01.024 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ;:’;f&g;’:l"“k”"g pelaksanaan admistrasi | .. T Riatiang Barat | 72 paket 343.448.500 DAU . 100% 343.448 500
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN | Persentase Sarana dan Prasarana dalam o 7 00
1.20.1.20.08.02 PRASARANAAPARATUR Kondisi Balk 100% 706.472.000 100% 80.000.0
1.20.120.08.0207 | Pengadaan Perengkaapan Gedung Kanior | et 0vapan Gedung Kamtoryang [ o o Barat| 6 Pakel 76.750.000 DAU § Paket 80.000.000
120.1.20.08.020. | Pengadaan peralatan gedung kantor jt‘a’gm gem'a'a" gedung kantor yang Kec. T Riattang Barat | 12 Paket 272,072,000 DAU ; 12 paket 300.000.000
1.20.1.20.08.02.10 | Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Kec. T.Riattang Barat 4 Paket 90.000.000 DAL - 3 paket 100.000.000
1.20.1.20.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumiah ruangan Kantor yang dipelihara Kec. T.Riattang Barat 4 Peket 120.000.000 oAU - 4 paket 150.000,000




Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Jumiah pemeliharaan kendaraan dinas .
1.20.1.20.08.02.24. Dinas/Opersional Joperasinal Kec. T.Riattang Barat 13 paket 147 650,000 DAU 13 paket 150.000,000
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN Persentase meningkatnya kualitas . ;
1201200803 | \pARATUR dan disiplin aparatur 100% #1.000.000 DAU
1.20.1.2008.03.02, | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumiah pakaian dinas yang diadakan Kec. TRiattang Barat | 60 pasang 21.000.000 DAU . -
TR | Perlengkapannya o s
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS | Cakupan Peninghkapan Kapasitas Sumber|
1.20.1.20.08.05 SUMBER DAYA APARATUR Daya Aparatur 100% 750.000.000 DAY 100% 210.000.000
1.20.120.08.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan j;’l:‘;:;‘n';ﬁf" sasialisasi yang Kec, TRiatiang Barat | 1 Kegiatan 150,000,000 DAV 1 Kegiatan 150.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah kegitan bimbingan teknis yang . )
1.20.1.20.08.05.03 Perundang-Undangan dilaksankan 1 Kegiatan 150.000.000 DAY 1 Kelatan 15.000.000
1.20.1.20.08.05.23. | Dikiat Priabatan bagi CPNSD gg;ﬂgﬁ“so yang mengikutiOKiat | o T Riattang Barat | 300 Orang #450.000.000 DAV WMWomng | 1450000000
1.20.1.20.08.05 | Penyusunan SOP Jumilah Dokumen SOP yang disusun Kec. T.Riattang Barat 1 Dokumen 45,000.000
PROGRAM : PENINGKATAN Cakupan realisasi penyusunan laporan
1.20.1.20.08.06 | PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN kinerja dan keuangan serta perjanjian 100% 9.624.000 100% 10.624.000
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN kinerja tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumiah dokumen laporan capaian kinerja . DAL " 7.000.000
1.20.1.20.08.06.01 htisar Realisasi Kineria SKPD dan ikhtisar realisasi kinefia SKPD Kec. T Riattang Barat 3 Dokumen 6.000.000 3 Dokumen .000.
1.20.1.20.08.06.02 | Ponyusunan Laporan Keuangan Semesteran | oy J0Kumen laporan keuangan Kec. T Rialtang Barat | 2 Dokumen 3.624.000 DAU 2 Dokumen 3.624.000
1.90.1.20.08.08 PROGRAM : PENUNJANG PEMERINTAHAN | Cakupan realisasi keglatan penunjang 100% 61.685.000 DAY 100% 64.000.000
UMUM emerintahan umum
Jumlah dokumen Rentra,Renja RKA,DPA .
1.20.1.20.08.08.01 { Penyusunan Rencana Perangkat Daerah dan DPPA yang disusun Kec. T.Riattang Barat 5 Dokumen 23.685.000 5 Dokumen 24685000
1.20.1.20.10.08.02 | Pengelolaan Website Perangkat Daerah Jumlah pemeliharannWebsite yang dikelola | Kec. T.Riattang Barat 1 Website 38.000.000 DAU 1 Website 40.000.000
FROGRAM: OPTIMALISASI PEMANFAATAN| Persentase Pemanfaatan Teknologl "
1.20.1.20.08.23 TEKNOLOGI INFORMAS! informasi 100% 100.000.000 100% 105.000000
1.20.1.20.08.23.04. | Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Jumlah arsip kepegawaian yang dikelola Kec. T.Riattang Barat 2300 Arsip 100.500.000 DAU 2500 arsip 105.000.000
. Persentase Pejabat Struktural yang
1.201.20.08.28 | PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN memenuhi syarat kediklatan 100% 285.000.000 100% 190.000.000
ceniakatan K on da Jumiah PNS yang mengikuti Diklat PIM Tk. | 0. 1 Riattang Barat 2 Orag 90.000.000 DAU 2 Orang 90.000.000
1.20.1.20.08.28.06 Peﬂflng Inl' aterampilan dan I}
rolesionaialisme Jumiah PNS yang mengikuti Bintek Kec. T.Riattang Barat 10 Orang 100.000.000 DAY 10 orang 100.000.000
1.20.1.20.80.38. | Pendidikan Perjenjangan Stuklural umiah PNS yang mengikut ujfan dinas 00| o 1 piatiang Barat | 150 orang 95.000.000 DAU 0 0

ujian penyesuaian jjazah




PROGRAM : PEMBINAN DAN Cakupan Pembinan dan Pengembangan
1.20.1.20.08.30 PENGEMBANGAN APARATUR Aparatur 100% 3.335.882.000 100% 3.428.698.000

1.201.20.0830,01 | Penyusunan Pengembangan Karier PNS _ é‘.i."é'?ﬁﬂ;”é‘i?&iﬂ pengembangan poakart | ye;, T Riatiang Barat | 1 Dokumen 50,000.000 DAU 1 Dokumen 55.000.000

1.20.1.20.08.30.02 | Seleksi Penerimaan ASN durnlah AS yang difekiut sesual deT2n | ec, T Riatang Barat | 500 Fomasi 415.000.000 DAU 500 Formasi | 420.000.000
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Jumiah PNS yang memperoleh .

1.20.1.20.08.30.08. Berprestasi penghargaan salya lencana Kec. T.Riattang Barat 250 Orang 30.850.000 DAY 250 orang 35.850.000
Proses Penanganan Kasus- Kasus Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin .

1.20.1.20.08.30.09 Pelanggaran Disiplin PNS PNS yang tertangani Kec. T Riattang Barat 12 kasus 60.000.000 DAU 10 Kasus 65.000.000
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan lkatan | Jumiah PNS yang mendapatkan bantuan .

1.20.1.20.08.30.11 Dinas tugas bejalar dan ikatan dinas Kec. T Riattang Barat 3 Qrang 150,000.000 DAU 3 orang 150.000.000

Jumiah pejabat, ASN yang mengikuti

120.1.20.0830.13 | Fenyelenagaran Dikiat Teknis, Fungsional dan | o1 eiican dan pelatinan stuktural (DIat | Kec. T.Riatiang Barat | 40 Orang 894.328.000 DAU 40 orang 983.760,000
Kepemimpinan PIM IV)

120.1.2008.30.15 | Moniloriog, Evaluasidan Pelaporan | Jumiah dokumen pelaksanaan kegia | e 1 Riatng Barat | 1 Dokumen £4.000.000 DAU 1 dokumen £4.500.000
Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Jumilah usul kenaikan pangkat ASN yang .

1.20.1.20.08.30.18 Perpindahan PNS diproses tepat waktu Kec. T.Riattang Barat 1500 Usul 80.000.000 DAU 1500 usul 85.000.000
Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Jumlah usul pensiun dan kenaikan pangkat .

1.20.1.20.08.30.19 Pengabdian Pegawai pengabdian yang diusulkan Kec. T Riattang Barat 300 usul 75.000.000 DAU 300 usul 80.000.000

120.1.2008.30.21 | Penempatan PNS f‘gmﬂ;ﬂf yang ditempatkan sesuai | oo 7 miattang Barat | 86 Orang 50.000.000 DAU 89 orang §5.000.0000

120.1.20.08.30.22 | Pelayanan Kesejahteraan Material PNS Jumiah PIS yang mendapatkan peiayanen | ec. T Rattang Barat | 350 Orang 20.000.000 DAU 350 orang 25.000.000

1.20.1.20.08.30.22 | Pengucapan Sumpah/iJanji PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS | Kec. 7.Riattang Barat 500 Orang 19.000.000 DAU 500 orang 20.000.000
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Jumlah aplikasi data kepegawaian yang . I .

1.20.1.20.08.30.25 Kepegawaian (SAPK) dikelola Kec. T.Riattang Barat 1 Aplikasi 145.000.000 . DAU 1 Aplikasi 150.000.000

- _ e o Jumlah Pejabat administrator yang .

1.20.1.20.08.30.31 | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi | Kec. T.Riattang Barat 150 Orang 300.000.000 DAU 150 orang 350.000.000

1.20.1.20.08.36.32 Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum Jymlah $K kedudukan hukum PNS yang Kec. T Riattang Barat 10 8K 50.000.000 DAU 10 SK 55.000.000
PNS diselesaikan

1.20.1.20.08.30.33 | Penilaian dan Evalusi Kinera PNS Pereniase PNS yang memperoleh SKP | o 7 Rigttang Barat 75% 90.000.000 DAU 80% 95.000.000

1.20.1.20.08.30.34 | Pengeiolaan Absensi PNS Jumiah absensi PNS yang dikelola Kee. T.Riattang Barat Semua OPD 20.000.000 DAU Semua OPD 25.000.0060

1.20.1.20.08.30.36 | Analisis Kebutuhan Diklat JD‘?’"‘a" dokumen hasil analisis kebutuhan | \coc 1 Rigtiang Barat [ 1 Kegiatan 73.766.000 DAU . 0

1.20.1:20.08.30.38 | Dikiat Pelayanan Prima Jumiah Dikiat Pelayanan Prima yang Kec, T Riatiang Barat | 1 Kegiatan 83.938.000 DAU 1 Kegiatan 83.938.000

dilaksanakan




120120083039 | Pombinaan Mentaldan Spriual PNS ¢ (" [ Suah Parbinan men'al spirtual PNS yangt iy 7 piatang Barat 90 Kal 95.000.000 DAY 90 Kali 100.650.000
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Jumiah wajib LHKPN yang melaporkan .
1.20.1.20.08.30.40 (LHKPN) A harta kekayaannya Kec. T.Riattang Barat 1500 Crang 30.000.000 DAU 1500 orang 40.000.000
; . . Jumiah rekomendasi tugas bejalar dan izin .
1.20.1.20.08.30.42 | Pengelolaan |zin Belajar dan Tugas Belajar " | belajar yang diterbitian Kec. T Riattang Barat 150 Orang 145.000.000 DAU 150 Qrang 150.000.000
1.20.1.20.08.30.44 :::‘:(f;ﬁmi“"am‘”’ sesualKebulihan | Juumigh PNS yang menglkuti assesment | Kec, T.Ristang Barat | 36 Orang 210000000 |  DAU 50 Orang 215.000.000
Penyelenggaraan Persembayangan bagi PNS | Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan .
1.20.1.20,08.30. yang Meninggal persemayangan Kec. T.Riattang Barat 10 orang 15.000.000 DAU 10 orang 20.000.000
1.20.1.20.08.30. Pengelolaan Adminstrasi Izin Perkawinan dan | Jumiah izin perkawinan dan perceraian yang Kec. T Riattang Barat 10 izin 80,000,000 DAU 17 izin 85.000.000

1zin Parceraian

diterbitkan




BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2020 menjadi sangat penting
artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan
daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara
kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 yang
tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara
kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan
dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen
dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke _

arah yang lebih baik di

masa datang.
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